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PUTUSAN
Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Bgr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XxxXXxXxxXx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 02 September 1989, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxX, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Mandala Rt
003 / Rw 002, XXXXXXXXX XXXXXxXX, Kecamatan Bogor Utara,
XXXX XXXXX, XXXX XXXxX dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Paraditha Indah Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di
Kantor Hukum Tarigan Celebes & Partners Yang Beralamat Di
Kp. Cipayung Rt 003 / Rw 006 No 29 Kel/desa Tengah,
Kecamatan Cibinong, XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXxXx berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXX,  XXXXXXXXK  XXXXXXKK,  XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,  XXXX
XXXXX, XXXX XXXxX. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya
yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia
(Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti
Pemohon di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2010, Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, XXXXXXXXX
XXXXX — XXXX XXXXX Ssebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
1043/5/V11/2010, tertanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang
beralamat XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Ciparigi, Bogor Utara - XXXX XXXXX.
Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba’daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang bernama XxxXXxXxxXx, laki-laki, lahir di Bogor,
tanggal 19 November 2011 dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan
Pemohon ;
4, Bahwa antara Pemohon dan
Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
karena:
41 Termohon selingkuh atau
mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
4.2 Termohon sering berkata-
kata kasar terhadap Pemohon;
4.3 Antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada komunikasi;
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5. Bahwa permasalahan
tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai
sekarang ini dan puncaknya pada bulan Agustus 2019, Termohon pergi
dari rumah kediaman bersama serta sejak kepergian tersebut hingga saat
ini Termohon tidak pernah kembali lagi pada Pemohon, tidak ada kabar
beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan
hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa untuk menguatkan
permohonannya, Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghoib dengan
Nomor: 145/934-Cpg tertanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh
Kantor XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX;

7. Bahwa Pemohon dan
keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi
upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan sekarang Termohon sudah
tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di wilayah Republik
Indonesia (Ghoib);

8. Bahwa kondisi dan suasana
rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak
memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak
mungkin dapat terwujud;

9. Bahwa dengan  kondisi
demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat
dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon
sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka
oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan
jalan yang terbaik bagi Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah

menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam
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mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah
tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk
mengajukan Permohonan Cerai Talak;

11. Bahwa Pemohon sanggup

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas |,
Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bogor C/q. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk
hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar
menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (TERMOHON) didepan
sidang Pengadilan Agama Bogor;
3.  Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
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mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon

tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Pratama Putra,
NIK 3271050209890004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx XxxXXx,
tanggal 11 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cibinong XXXXXXXXX XXXXX
Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 1043/5/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 145/934-Cpg yang dikeluarkan
oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX,
tanggal 23 Mei 2023, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KOTA BOGOR di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hari Pratama Putra dan
Termohon bernama Sylvi Destrie;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai
hubungan sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2010;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di Kp. Mandala XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXX XXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon
dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan
tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon memiliki
hubungan khusus dengan pria idaman lain, dan Termohon sering
berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan sejak Agustus 2019
Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari
keberadaan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini, Termohon
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada
usaha lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga serta sudah tidak
melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar

rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN BOGOR, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hari Pratama Putra dan
Termohon bernama Sylvi Destrie;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai
hubungan sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2010;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di Kp. Mandala XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXX XXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon
dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan
tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon sering
berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon juga memiliki
hubungan khusus dengan pria idaman lain, dan sejak Agustus 2019
Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari
keberadaan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini, Termohon
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada
usaha lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga serta sudah tidak
melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar

rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya serta
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mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum
Islam dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor,
maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan
pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
berdasarkan Pasal 125 (1) HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek), sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz
Il, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Temohon berhalangan hadir
karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan
tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya
perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peratuan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah
permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan
sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, juga telah
mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan
akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan
terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 04 Juli 2010, oleh
karenanya Pemohon dan Termohon merupakan persona standi in yudicio dan

sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam
persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan
keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian
satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,
yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon secara terus menerus sejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan
Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon; dan telah berpisah
tempat tinggal/ranjang sejak sekitar Agustus 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR
dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telajh memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan
para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaransejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan Termohon sering
berkata-kata kasar kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar Agustus
2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan
layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta
menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.
Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua
percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara
berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat
pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah
memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
terus menerus disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada
Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut
terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);
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Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisinan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah
pisah rumah sejak sekitar Agustus 2019 dan sejak saat itu sudah tidak
berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun
2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin
dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur’an surah Ar Rum ayat
21 yakni membina rumah tangga yang penuh Kketenteraman (sakinah),
rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan
tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak
dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling
hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap
pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru
akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari
sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah
figh yang artinya berbunyi “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"
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dan “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan
maksud dalil syar’i sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum
Islam yang terkandung dalam :

1.. Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 229

A Tt B A I Pl A A E L I
Artinya: Talak QL"EG)‘{“AJ‘ g"))‘,“' _ﬂL..,alg gb‘/cl.u\
(vang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat
diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa
diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)
2. Hadits Rasulullah SAW.
sl yio Vg 0 ¥
Artinya : Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula
mendatangkan madharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh
karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah
terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak
melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).
Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan
oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talaknya.Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan
Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon
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yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)di
depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap;
4, Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 430.000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bogor pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj.
Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardah
Hamzah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa

dihadiri Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. Drs. Sangidin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Panitera Pengganti,

Wardah Hamzah, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,-
- Biaya Proses 'Rp 60.000,-
- Panggilan ‘Rp 300.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi 'Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000,-
Jumlah :Rp 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
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